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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskipsi Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan. Dibawah ini peneliti akan mendeskripsikan Profil

dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan diawali
dengan pengalihan fungsi Puskesmas Perawatan Kecamatan Nunukan yang
didirikan pada tahun 1970 menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan pada tahun 2003. Hal ini didasari pada pertengahan tahun 2002 terjadi
pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia secara besar-besaran,
sehingga jumlah penduduk di Nunukan meningkat tajam dan berdampak pada
timbulnya masalah-masalah keschatan yang kompleks. Untuk menghadapi
permasalahan kesehatan tersebut, maka pada tahun 2003 pemerintah daerah
meningkatkan status puskesmas nunukan menjadi Rumah Sakit Umum.

Dalam rangka peningkatan fasilitas kesehatan, pada tahun 2003
pemerintah daerah kabupaten nunukan membangun gedung baru Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang berlokasi di Jalan Sei Fatimah
Kelurahan Nunukan Barat, disertai pemenuhan peralatan medis yang cukup

canggih. Gedung ini berdiri diatas lahan seluas 6 hektar dan mulai difungsikan
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pada tahun 2008 dan memperoleh nomor registrasi pada tahun 2009 dengan
nomor kode: 6408025 (Depkes, 14 Februari 2008).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), ditindak lanjuti
dengan PMK No. 07/PMK/02/2006, tertanggal 16 Februari 2006 tentang
persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja
Instansi Pemerintah untuk menerapkan PPK-BLU, maka RSUD Kabupaten
Nunukan termasuk salah satu instansi pelayanan kesehatan yang ingin
melaksanakan peraturan tersebut, sehingga RSUD Kabupaten Nunukan harus
mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat memenuhi persyaratan dimaksud.

Pada tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan telah
menyelesaikan penyusunan dokumen administratif persyaratan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), dan pada tanggal 21 Oktober tahun 2010 telah ditetapkan
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai
dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 844 Tahun 2010.

Pada tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan status akreditasi Lulus
Tingkat Dasar. Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit
telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang meliputi 5 pelayanan dasar
(Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat,
Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis). Dengan adanya akreditasi rumah
sakit tersebut maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan akan terus

berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
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Adapun tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 22 tahun 2008 adalah menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai

dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian

teknis keperawatan;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian

teknis pelayanan medik;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian

teknis litbang dan pengawasan;

f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;

g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
adalah perwujudan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
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organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja merupakan inti
dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan (proyek) sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.

2. Visi dan Misi Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

Visi adalah gambaran masa depan yang akan dicapai oleh suatu organisasi.
Visi tidak hanya sebuah ide, melainkan juga sekaligus sebuah gambaran masa
depan dan masa sekarang, visi mempunyai nalar, dan memberikan ilham, secara
bersamaan akan menyiratkan harapan dan kebanggan kalau dapat diselesaikan.
Visi juga merupakan gambaran yang menantang namun realistik (dapat
diwujudkan) tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa Visi bagi suatu organisasi ibarat
“roh” yang akan menentukan baik buruknya organisasi sekaligus citra dan kinerja
organisasi tersebut. Adapun visi yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan adalah Menjadi Rumah Sakit Perbatasan dengan
Pelayanan Terbaik, Terjangkau dan Paripurna. Rumah Sakit Umum Nunukan
berupaya untuk dapat terus meningkatkan pelayanan prima (service excellence),

khususnya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan di daerah perbatasan.
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Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Perbatasan adalah rumah sakit yang berada di wilayah
Kalimantan Timur bagian utara dan berbatasan langsung dengan
negara Malaysia.

b. Pelayanan terbaik adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai
dengan standar pelayanan kesehatan.

c. Terjangkau adalah dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

d. Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang mencakup bio, psiko,
sosial dan spiritual yang dilakukan oleh SDM yang professional dan
berkualitas dengan didukung oleh sarana penunjang yang memadai.

Untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan

sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk
menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Rumah
Sakit Umum Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perbatasan, pedalaman dan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan kualitas tertinggi melalui upaya
kuratif, rehabilitatif, preventif dan promotif secara terintegritas;

b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit
melalui upaya pendidikan dan pelatihan;

c. Menyelenggarakan pelayanan Asuhan Keperawatan profesional yang
komprehensip;

d. Membangun jejaring kerjasama dengan rumah sakit rujukan,

perguruan tinggi, swasta dan sektor terkait lainnya.
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Hasil dari proses kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan berupa output (keluaran) seperti: menyelenggarakan
pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan
ryjukan, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, pelayanan
administrasi dan keuangan. Hasil dari fungsi-fungsi tersebut, memberikan dampak
(outcome) berupa tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif, baik
pelayanan dasar maupun pelayanan spesialistik yang bermutu dan terjangkau oleh
semua lapisan masyarakat, sesuai visi dan misi yang telah direncanakan.

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi Rumah Sakit Umum
daerah Kabupaten Nunukan saat ini antara lain:

a. Ketidakseimbangan jumlah karyawan seperti perawat, bidan, analis,

radiografer yang telah melebihi standar Analisis kebutuhan pegawai.

b. Dilihat dari letak Rumah Sakit yang jauh  dari pemukiman

mempengaruhi daya akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

c. Rendahnya kualitas pelayanan dengan indikator pencapaian beberapa

indikator mutu pelayanan selama beberapa tahun terakhir belum

mencapai target yang ditetapkan.

3. Tujuan dan Sasaran Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Pada dasarnya tujuan
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adalah kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin
diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita
antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam merealisasikan misi. Karakteristik tujuan dapat berupa:

a. Idealistik: adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan

suatu keinginan untuk diwujudkan.

b. Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau
lebih sebagaimana ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kabupaten Nunukan.

c. Abstrak: bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi sudah
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan
datang.

d. Konsisten: sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organsasi.

Sedangkan sasaran yang dimaksudkan adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan,
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan
dalam rencana strategis. Sasaran sebaiknya bersifat lebih spesifik daripada tujuan
(Spesifik), dapat dinilai dan terukur (measurable), menantang tapi dapat dicapai
(aggressive), berorientasi pada hasil (result oriented), dapat dicapai dalam waktu

satu tahun atau kurang (time bound).
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Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik
yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau
aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara nyata dalam jangka waktu
tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Adapun sasaran yang
akan diwujudkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

Table 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan
kuratif, preventif
rehabilitatif
mengesampingkan
promotif dan preventif.

Pelayanan

dan
tanpa
upaya

Meningkatkan kualitas dan akses
pelayanan kuratif dan rehabilitatif
yang terselenggara di RSU

Meningkatnya profesionalisme
karyawan dalam pemberian
pelayanan kesehatan

Meningkatkan keterampilan (skill)
dan kemampuan dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada pasien

Meningkatkan pelayanan
keperawatan yang  optimal
sesuai dengan standar asuhan
keperawatan

Terwujudnya pelayanan prima di
unit-unit/instalasi pelayanan
keperawatan
Terwujudnya pelayanan keperawatan
sesuai dengan standar asuhan
keperawatan

Mengembangkan kualitas dan
kuantitas tenaga keperawatan
melalui pendidikan formal dan
non formal yang mampu
membaca perubahan pelayanan
keperawatan kearah yang lebih
baik

Tersedianya jumlah
keperawatan sesuai
ketenagaan keperawatan.
Terwujudnya pendidikan dan
pelatihan bagi tenaga keperawatan
sesuai dengan kompetensi

tenaga
standar

vy

Meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja
pelayanan kesehatan di RSUD
Kabupaten Nunukan

Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam menilai kinerja
Rumah  Sakit Umum  Daerah
Kabupaten Nunukan

Sumber: RSUD Kabupaten Nunukan (2016)

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir
pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
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Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun Capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya pelayanan kuratif dan rehabilitatif
tanpa mengesampingkan upaya promotif dan preventif mempunyai
nilai rata-rata 2,33%. Jika dilihat dari Pengukuran Skala Ordinal
dapatdikategorikan Tidak Berhasil. Hal Ini Disebabkan oleh beberapa
faktor yaitu Jumlah Tempat tidur yang melebihi standar tipe C, jumlah
pasien meningkat tapi lama hari perawatan kurang dari standar ideal
nasional yaitu dibawah 5 hari, hal ini disebabkan adanya over efisiensi
akibat sistem pembayaran BPJS yang menggunakan sistem paket
berdasarkan diagnosa.

b. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Persentase tenaga Medis di RSUD
terhadap Kebutuhan mempunyai nilai rata-rata 151,33%. Jika dilihat
dari Pengukuran Skala Ordinal dapat dikategorikan Berhasil. Hal ini
dikarenakan Terpenuhinya Jumlah tenaga medis Di RSUD dengan
adanya beberapa kerjasama pemenuhan dokter umum dengan Satgas
Pamtas, LANAL Nunukan serta pemenuhan dokter spesialis melalui
kerjasama Spesialis Residen dengan Kementerian Kesehatan dan
beberapa perguruan tinggi seperti UGM dan Universitas Padjajaran.

c. Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Persentase tenaga keschatan di
RSUD terhadap Kebutuhan mempunyai nilai 296,75%. Jika dilihat dari
Pengukuran Skala Ordinal dapat dikategorikan Berhasil. Hai Ini

dikarenakan Jumlah Tenaga Kesehatan Pada RSUD Kab. Nunukan
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Sdh melebihi dari Analisis Kebutuhan antara lain profesi bidan,
perawat, radiografer dan analis kesehatan.

d. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya kecepatan pelayanan pasien
mempunyai nilai rata-rata 113,78%. Jika dilihat dari Skala Ordinal
dapat dikategorikan Berhasil. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan
kompetensi petugas terutama di Unit Pelayanan Rawat Jalan baik IGD
maupun Poliklinik, rawat inap dan apotik. Selain itu sudah
terpenuhinya tenaga kesehatan pada unit-unit tersebut.

Dengan adanya Era JKN dengan Sistem Pembiayaan INA CBGs, ada
kecenderungan efisiensi melalui pembatasan jumlah lama dirawat sehingga
berpengaruh terhadap jumlah hari rawat inap secara keseluruhan yang
mempengaruhi nilai BOR. Selama Era JKN ini ada 144 item diagnosa yang harus
ditangani dipelayanan dasar dan sistim rujukan berjenjang sehingga banyak kasus-
kasus yang sudah dalam kondisi darurat baru dirujuk ke Rumah Sakit. Hal ini
menyebabkan tingginya angka kematian di rumah sakit.

Aksessibilitas wilayah Kabupaten Nunukan sampai saat ini masih ada
beberapa kecamatan yang aksesnya sulit, hal ini mengakibatkan akses menuju
rumah sakit menjadi terhambat dan mengakibatkan keterlambatan dalam
menangani kasus. Posisi Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Perbatasan dengan
daya saing salah satunya adalah Rumah Sakit di Tawau menyebabkan masih
banyak masyarakat yang memilih untuk berobat ke Tawau terutama Kecamatan
Sebatik, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Krayan.

Jumlah Tenaga Medis dan Para Medis yang dimiliki oleh RSUD

Kabupaten Nunukan saat ini telah memenuhi bahkan telah melebihi analisis
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kebutuhan. Demikian jga dengan fasilitas sarana dan prasarana yang telah
memadai untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan. Adanya dukungan
dana yang memadai guna meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit juga menjadi
faktor penentu keberhasilan. Solusi untuk mengatasi beberapa ketidakberhasilan
tersebut antara lain diupayakan sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi petugas terutama dokter umum dan spesialis
terutama dalam pemahaman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
dengan pola tarif pembayaran INA CBGs.

b. Pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya untuk menangani
pelayanan pasien terutama pasien peserta BPJS Kesehatan.

c. Pembentukan Komite Farmasi agar efisiensi bukan dari pengurangan
jumlah hari perawatan tetapi dari penggunaan obat-obatan dan BHP
yang rasional dan masuk dalam daftar Formularium Nasional.

d. Peningkatan penerapan Clinical Pathway sehingga semua unit taat
dengan Clinical Pathway yang sudah disusun sehingga pelayanan akan
lebih terkendali baik mutu maupun biaya.

Sasaran kinerja inidilaksanakan melalui Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Sasaran
diatas mempunyai 1 (satu) indikator, dengan nilai capaian 102,53% (Sangat
berhasil). Dalam pelaksanaan survey IKM ini, ada 9 (sembilan) indikator
penilaian yang dipergunakan, yaitu: 1) Persyaratan, 2) Prosedur, 3) Waktu
Pelayanan, 4) Biaya/Tarif, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8)

Maklumat Pelayanan, 9) Penanganan Pengaduan.
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4. Strategi dan Kebijakan Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Strategi untuk menjadi critical success factor kedalam 4 (empat) strategi
dengan mempertimbangkan posisi Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.
Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1). Meningkatkan frekuensi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
dengan memanfaatkan dana operasional yang cukup memadai.

2). Melaksanakan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati untuk
mendukung dan melaksanakan program Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan.

3). Mengadopsi teknologi kedokteran terkini dengan memanfaatkan
dana operasional yang cukup memadai

b. Strategi ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1). Memanfaatkan dukungan dana operasional yang cukup memadai
untuk membenahi sistem manajerial yang lemah.

2). Memanfaatkan dukungan dana operasional yang cukup memadai
untuk membuat program kerja yang kompetitif serta meningkatkan
sarana/prasarana dalam menghadapi persaingan dengan rumah
sakit lain.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan
kelemahan)

1). Meningkatkan kemampuan dan skill aparatur dengan memberikan
pendidikan dan pelatihan yang cukup, merata dan memadai bagi

semua aparatur.
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2). Memanfaatkan teknologi yang lebih canggih sebagai solusi untuk
menutupi jumlah sumber daya yang minim.
d. Strategi WT (Meminimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)
1). Mengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dengan
memperluas cakupan kerja (miskin struktur, kaya fungsi).
Adapun kebijakan dari RSUD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dengan
terstruktur
b. Kinerja yang berbasis IPTEK
c. Pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin Nunukan
d. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan
e. Implementasi peraturan secara utuh yang berlaku dan yang berkaitan
dengan rumah sakit
f. Penerapan SOP dan SAK dalam pemberian asuhan keperawatan
g. Penanganan permasalahan yang ada secara professional
h. Evaluasi dan audit keperawatan secara berkala dilakukan
1. Pembinaan perawat/bidan secara bertahap
j. Program pengembangan staf keperawatan (formal dan non formal)
k. Melaksanakan survey kepada masyarakat

l.  Pelayanan rumah sakit yang bermutu dengan akreditasi rumah sakit
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5. Struktur Organisasi Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun
2011, maka struktur organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:
a. Direktur
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
1). Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3). Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
1). Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
2). Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
d. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
1). Seksi Pelayanan Medik
2). Seksi Pelayanan Penunjang Medik
e. Bidang Pengembangan dan Kemitraan, terdiri dari:
1). Seksi Pengembangan SDM dan Diklat
2). Seksi Humas dan Kemitraan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun gambar struktur organisasi RSUD Kabupaten Nunukan dapat

dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:
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Gambar 4.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS! RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
DIREKTUR
T J BAGIAN
KELOMPOK JABATAN 1 TATA USAHA
FUNGSIONAL T
I 1 1

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
- PENY. PROGRAM UMLM DAN KEULANGAN

DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG BIDANG

KEPERAWATAN PELAYANAN PENGEMBANGAN

DAN KEMITRAAN

MEDIK

SEKSI
PENGEMDANGAN SDM
DAN DIKLAT

SEKSi SEKSI
PELAYANAN DAN ASUHAN PELAYANAN
KEPERAWATAN MEDIK

SEKSH
HUMAS DAN
KEMITARAAN

SEKSI SEKSI
ETIKA DAN MUT PELAYANAN PENUNJANG
KEPERAWATAN MEDIK

Sumber: Renstra RSUD Kabupaten Nunukan (2016)

6. Sarana dan Prasarana Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan senantiasa berupaya untuk
meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan baik dari segi sarana prasarana
maupun dari sisi pelayanannya kepada masyarakat luas. Guna mendukung upaya
menuju masyarakat Kabupaten Nunukan yang sehat, telah tersedia berbagai
fasilitas kesehatan termasuk adanya Rumah Sakit Umum Daerah milik
Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan.

Sarana dan prasarana yang ada di RSUD Kabupaten Nunukan di tunjang
oleh beberapa alat kedokteran canggih seperti Laboratorium, meliputi:
Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Urine dan darah, dan Laboratorium
Kimia. Ruang laboratorium dilengkapi dengan alat-alat penunjang, seperti: 3 buah
Mikroskop, Hematologi Analyzer, 2 buah Spectrophometer. Ruang radiologi yang

dilengkapi dengan fasilitas alat berupa Pesawat Diagnostic, Dental X-Ray unit,
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General X-Ray Radiography, Automatic X-Ray Film Processor. Fisioterapi dan
rehabilitasi medik ditunjang oleh fasilitas berupa: Electrical stimulator, Ultra
sound therapy, Nebulizer, MWD, SWD, Treadmill therapy.

Pelayanan yang dilaksanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Nunukan antara lain sebagai berikut:

a. Poliklinik (rawat jalan), terdiri dari: poli penyakit dalam, poli penyakit
anak, poli bedah, poli penyakit kebidanan dan kandungan. Selain
pelayanan di poliklinik spesialis juga ada pelayanan poli umum, poli
gigi dan mulut, juga PKBRS. Pelayanan poliklinik dilaksanakan oleh
dokter spesialis, dokter umum dan perawat gigi masing-masing
dibantu oleh seorang perawat dikepalai oleh kepala unit rawat jalan.

b. Laboratorium, meliputi: Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium
Urine dan darah, juga Laboratorium Kimia. Ruang Laboratorium
dilengkapi dengan alat-alat penunjang, seperti; 3 buah Mikroskop,
Hematologi analyzer, 2 buah Spectrophometer, dan lain-lain.

c. Radiologi, pemeriksaan radiologi terdiri dari  pelayanan
radiodiagnostik dengan fasilitas alat: Pesawat Diagnostic, Dental X-
Ray unit, General X-Ray Radiography, Automatic X-Ray Film
Processor, dan lain-lain.

d. Fisioterapi dan rehabilitasi medik, pelayanan Fisioterapi dan
rehabilitasi medik ditunjang oleh fasilitas berupa ; Electrical
stimulator, Ultra sound therapy, Nebulizer, MWD, SWD, Treadmill

therapy, dan lain-lain.
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e. Apotek, pelayanan Apotik 24 jam mengatur distribusi obat-obatan dan
alat kesehatan habis pakai.

t. Gizi

g. Ambulance, RSUD Kabupaten Nunukan juga dilengkapi fasilitas
transportasi pasien, yaitu 2 unit ambulance yang siap melayani 24 jam.

h. UGD, Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) dilengkapi peralatan
penunjang seperti; Emergency Stertcher, Resusitator, ventilator
emergency, Nebulizer, Suction pump, Minor surgey set. Infusion
pump, Minor surgery set, dan lain-lain.

1. Rawat inap, saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
mempunyai 7 (Tujuh) ruang/bangsal rawat inap yaitu; Ruang rawat
inap pasien penyakit dalam, Ruang rawat inap pasien penyakit anak,
Ruang rawat inap pasien kebidanan dan kandungan/perinatologi,
Ruang rawat inap pasien bedah, Ruang observasi, Ruang Isolasi dan
Ruang rawat inap pasien ICU/ICCU.

Disamping itu, rumah sakit juga mengadakan pelayanan spesialistik
yaitu bedah, kesehatan anak, penyakit dalam dan obgyn dan untuk memenuhi
komitmen rumah sakit kepada masyarakat dalam hal pemberian pelayanan
optimal bagi pasien, rumah sakit juga mengadakan kerjasama dengan sebuah
Universitas Negeri terkemuka untuk mendatangkan dokter PPDS (Program
Pendidikan Dokter Spesialis) penyakit dalam, anasthesi, anak, dan bedah
untuk menutupi kekurangan dokter spesialis di rumah sakit.

Bukan hanya mendatangkan tenaga-tenaga medis yang profesional,

RSUD Nunukan juga melakukan peningkatan mutu pelayanan melalui
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peningkatan mutu sarana rumah sakit, seperti pengadaan alat-alat kedokteran
canggih untuk menunjang efektivitas pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat di
unit-unit pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang

rata-rata menggunakan peralatan kedokteran yang cukup canggih.

7. Sumber Daya Manusia Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Nunukan memiliki rincian sumber daya manusia yang terdiri dari; 1
orang Direktur, 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha dengan 3 orang Kepala Sub
Bagian, 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Medik dengan 2 orang Kepala Seksi
dibawahnya, 1 Orang Kepala Bidang Keperawatan dengan 2 orang Kepala Seksi
dibawahnya, 1 Orang Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Diklat dengan 2 orang Kepala Seksi di bawahnya.

Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Nunukan memiliki sumber daya
manusia yang meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat,
apoteker dan tenaga paramedis lainnya juga senantiasa terus ditingkatkan, baik
dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dokter umum yang bertugas di Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan ada 11 orang, perawat berjumlah 110
orang, tenaga bidan berjumlah 26 orang, dokter spesialis tetap ada 3 orang yaitu
dokter spsesialis obgyn, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis
radiologi. Untuk meningkatkan pelayanannya Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Nunukan melakukan kerjasama dengan PPDS Universitas Hasanudin
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Makassar. Sedangkan jumlah pegawai BLUD RSUD Kabupaten Nunukan per 31

Desember 2015 adalah sebanyak 222 orang PNS dan 315 orang Honorer.

8. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Nunukan

Kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan bisa

terlihat dari beberapa indikator yaitu:

a. Bed Occupancy Rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur
mempunyai nilai tahun 2010 yaitu 33%, jika dibandingkan capaian
tahun 2009 sebesar 17 %.Dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap
nilai capaian BOR yaitu jumlah pasien yang dirawat (nominator) serta
jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh RS.

b. Indikator sasaran Average Lengtf of Stay (AvLOS)atau rata-rata lama
rawatan seorang pasien mempunyai nilai capaian tahun 2010 yaitus
harisedangkan tahun 2009 yaitu 4 hari

c. Indikator sasaran Bed Turn Over (BTO) atau frekuensi pemakaian
tempat tidur mempunyai nilai capaian tahun 2010 yaitu 33 kali
meningkat dibandingkan capaian tahun 2009 yaitul8 kali.

d. Indikator sasaran Turn Over Interval (TOI) atau rata-rata hari, tempat
tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya
mempunyai nilai capaian tahun 2010 yaitu 7 hari dibandingkan
capaian tahun 2009 yaitul7 hari.

e. Indikator sasaran Net Death Rate (NDR) atau angka kematian bersih
mempunyai capaian tahun 2010 yaitul6 dibanding capaian tahun 2009

yaitu 15.
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f. Indikator sasaran Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian kasar
mempunyai capaian tahun 2010 yaitu 31 dibandingkan capaian tahun
2009 yaitu 27.

Berdasarkan survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2015 yang
telah dilaksanakan dengan melibatkan 150 orang responden yaitu pengunjung
rumah sakit, yang pengambilan sampelnya dilakukan secara acak (random
sampling), diperoleh Nilai Rata-Rata (NRR) IKM Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Nunukan adalah 77,37 Meningkat dibandingkan nilai rata-rata tahun
2009 yaitu 77,05 artinya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Nunukan menurut persepsi masyarakat sudah baik.

B. Hasil Penelitian
Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, maka peneliti
akan menyajikan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit kerja atau SKPD
pemerintah daerah yang paling banyak diubah statusnya menjadi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Karakter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memang
sangat cocok dengan status BLUD, misalnya (1) memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat; (2) menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; (3)
memiliki “lingkungan persaingan” yang berbeda dengan SKPD biasa; (4)
pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikannya cukup signifikan; dan (5)

adanya “spesialisasi” dalam hal keahlian karyawannya.
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Pengangkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk
keprofesional pelayanan publik di pemerintahan daerah. Namun, sebagai pihak
mengkritik ini karena sebenarnya menunjukkan bahwa Pemda belum mampu
mengelola dan memberdayakan dana berlimpah yang dimilikinya untuk
menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Bahkan ada yang pesimis bahwa
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak akan berhasil kecuali hanya
menjadi sumber penghasilan bagi para pengelolanya.

Pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi terkait dengan pengelolaan
keuangan BLU dan BLUD. Berikut ini akan disajikan beberapa Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Keputusan Menteri
Kesehatan terkait dengan BLU dan BLUD, sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang Pengelolan Keuangan

Badan Layanan Umum.

b. Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

c. Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 tentang
Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan
Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

d. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

e. Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis
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dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan
Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman
Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan
Pegawai Badan [Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 Tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang
Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan
Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan
Umum.

. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Tahun Anggaran 2010.
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. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman
Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

m. Keputusan Menteri Kesehatan No. 703/ MENKES/SK/IX/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi
Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di
Lingkungan Departemen Kesehatan.

n. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan paket reformasi di bidang
pengelolaan keuangan negara/daerah. Paradigma perubahan yang sangat menonjol
adalah penyusunan pola penganggaran dari pendekatan tradisional ke
penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada
proses yang akan dihasilkan (output), bukan sekedar membiayai masukan (input).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya Pasal 68 dan
Pasal 69 memfokuskan pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya
memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan fleksibilitas dalam Pola
Pengelolaan Keuangannya dengan sebutan Badan Layanan Umum. Demikian juga

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, terdapat banyak
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Perangkat Kerja Daerah yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan khususnya dalam pasal 150 yaitu “Pedoman
Teknis Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan
Menteri Keuangan”. Untuk itu, pada tanggal 7 November 2007 telah ditetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteni
tersebut perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara
langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di
Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah,
dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan
SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
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Dalam pengelolaan keuangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
diberikan fleksibilitas antara lain berupa: (1) pengelolaan pendapatan dan biaya;
(2) pengelolaan kas; (3) pengelolaan utang; (4) pengelolaan piutang; (5)
pengelolaan investasi; (6) pengadaan barang dan/atau jasa; (7) pengelolaan
barang; (8) penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; (9)
pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran dan defisit; (10) kerjasama dengan
pihak lain; (11) pengelolaan dana secara langsung; dan (12) perumusan standar,
kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

Adanya privilese yang diberikan kepada BLUD, karena tuntutan khusus
yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Oleh karena itu,
prasyarat perangkat daerah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus dilakukan secara selektif dan
obyektif. Layak tidaknya perangkat daerah menerapkan PPK-BLUD wajib
terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang diketuai Sekretaris
Daerah yang hasilnya harus didasarkan pada penilaian obyektif, tidak hanya
pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif saja.

Selain dari obyektivitas hasil penilaian tersebut, keberadaan BLUD juga
harus dikendalikan dalam bentuk perjanjian kinerja (contractual performance
agreement) antara Kepala Daerah dengan Pemimpin BLUD. Kepala Daerah
bertanggungjawab  atas  kebijakan layanan dan  pemimpin BLUD
bertanggungjawab untuk menyajikan hasil layanan. Dengan demikian, penerapan
PPK-BLUD diharapkan tidak sekedar perubahan format belaka, yaitu mengejar
remunerasi, fleksibilitas, menghindari peraturan perundang-undangan dalam

pengadaan barang dan jasa, akan tetapi yang benar adalah, tercapainya
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peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi
masyarakat secara berkesinambungan sejalan dengan salah satu spirit BLUD yang
dikelola berdasarkan “praktik-praktik bisnis yang sehat”.

Dengan adanya fleksibilitas, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menjadi salah satu alternative dalam
pengelolaan keuangan yang menarik bagi beberapa daerah. Namun demikian,
dalam perjalanannya untuk menerapkan PPK-BLUD tidak mudah. Terdapat
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja tersebut,
yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pertama, persyaratan substantif terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja
pada SKPD yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang
berhubungan dengan: (a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; (b) Pengelolaan
wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
atau layanan umum; dan/atau (c¢) Pengelolaan dana khusus dalam rangka
meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, persyaratan teknis terpenuhi, apabila: (a) Kinerja pelayanan di
bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya
melalui Badan [ayanan Umum Daerah, sebagaimana direkomendasikan oleh
sekretaris daerah/kepala SKPD yang bersangkutan; (b) Kinerja keuangan SKPD
atau Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana
ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.

Ketiga, persyaratan administratif terpenuhi apabila Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh
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dokumen sebagai berikut: (a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; (b) Pola tata kelola;
(c) Rencana strategis bisnis; (d) Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi
laporan keuangan; (e) Standar pelayanan minimal; dan (f) Laporan audit terakhir
atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pengukuran kinerja perspektif keuangan didasarkan pada laporan
keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2015 yang telah
diaudit (audited). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri
dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual baik dalam pengakuan
pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berikut ini peneliti akan menyajikan laporan keuangan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:
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Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Nunukan Per 31 Desember 2015

URAIJAN CAT. 2015
ASET 3.1
ASET LANCAR 3.1.1
Kas dan Setara Kas 3.1.1.1 1.204.861.424
Piutang Jasa Layanan 3.1.1.2 5.419.872.713
Persediaan 3.1.13 5.164.928.429
JUMLAH ASET LANCAR 11.789.662.566
ASET TIDAK LANCAR 3.1.2
Piutang Jasa Layanan Usaha 3.1.1.2 2.815.141.260
ASET TETAP 3.1.2.2
Tanah 2.379.132.000
Peralatan dan Mesin 76.508.921.150
Gedung dan Bangunan 17.305.441.641
Jalan,Irigasi, dan Jaringan 123.482.282
Aset Tetap lainnya 453.440.000
Nilai Perolehan Aset Tetap 96.770.417.073
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (23.140.005.064)
Nilai Buku Aset Tetap 73.630.412.009
Aset Tidak Berwujud 3.1.23 1
Aset Tidak Lancar Lainnya 3.1.24 46.260.918

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

TOTAL ASET

76.491.814.188

88.281.476.754

Sumber: Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan (2015)
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Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Nunukan Per 31 Desember 2015

URAIAN CAT. 2015
KEWAJIBAN 32
Kewajiban Lancar 3.2.1
Utang Usaha 32141 3.514.938.866
Utang Pajak 3.2.1.2 86.900.746
Beban Yang Masih Harus Dibayar 3213 4.069.781.867
Pendapatan Diterima Dimuka 3214 18.900.000
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 7.690.521.478
JUMLAH KEWAJIBAN 7.690.521.478
EKUITAS 33
Ekuitas Awal 3.3.1 47.249.134.668
Surplus / (Defisit) 332

Surplus / (Defisit) Tahun Lalu
Surplus / (Defisit) Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

25.235.271.409
8.106.549.199

33.341.820.608

80.590.955.276

88.281.476.754

Sumber: Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan (20135)
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Laporan Aktivitas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan Per 31 Desember 2015

URAIAN CAT. 2015
PENDAPATAN OPERASIONAL 4.1
Pendapatan dari Jasa Layanan 4.1.1 21.009.151.005
Penerimaan dari APBD 4.1.2 43.436.466.634
Pendapatan Lainnya 4.1.3 96.875.336
JUMLAH PENDAPATAN 64.542.492.975
BEBAN OPERASIONAL 4.2
Beban Layanan 4.2.1
Beban Pegawai 106.494.626
Beban Bahan 8.414.051.115
Beban Jasa Layanan -
Beban Barang dan Jasa 204.813.795
Beban Pelayanan Lain-lain -
JUMLAH BEBAN LAYANAN 8.740.153.036
Beban Umum dan Administrasi 4.2.2
Beban Pegawai 39.163.251.021
Beban Administrasi Kantor 679.867.950
Beban Barang dan Jasa 5.787.750.473
Beban Pemeliharaan 2.064.921.297
Beban Promosi -
Beban Umum dan Administrasi Lain-lain -
JUMLAH BEBAN UMUM DAN
ADMINISTRASI 47.695.790.741
Beban Lain-Lain (Non Operasional) -
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 56.435.943.776
SURPLUS / (DEFISIT) OPERASIONAL
SURPLUS / (DEFISIT) TAHUN 4.3

BERJALAN

8.106.549.199

Sumber: Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan (2015)
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Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan Per 31 Desember 2015

URAIAN

2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk Kas
Pendapatan Pelayanan Kesehatan
Penerimaan dari APBD
Pendapatan Lain-lain

Arus Keluar Kas
Beban Layanan
Beban Umum dan Administrasi
Beban Lainnya (Non Operasional)
Saldo awal dana dropping Jamkesmas

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

17.275.939.013
43.436.466.634
31.187.886

60.743.593.533

30.385.016.305
26.543.765.753

56.928.782.058

3.814.811.476

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk Kas

Pendapatan dari APBN
Arus Keluar Kas

Perolehan Aset Tetap

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

11.435.459.665

11.435.459.665

(11.435.459.665)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

(7.620.648.190)

Kas dan Setara Kas awal

8.825.509.613

Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas

1.204.861.424

Sumber: Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan (2015)




42497 pot

Berdasarkan laporan keuangan di atas diketahui bahwa Piutang Jasa
Layanan-Bagian Tidak Lancar, dikarenakan adanya perubahan atas piutang jasa
layanan tersebut yang berubah menjadi Piutang Jasa Layanan kepada BPJS dan
telah diakukan verifikasi dengan pihak dari BPJS, sehingga menimbulkan
perbedaan pengakuan atas Piutang Jasa Layanan tersebut. Tidak dapat diketahui
jumlah dari perbedaan jumlah Piutang Jasa Layanan tersebut, dikarenakan tidak
dapat disajikan bukti hasil verifikasi dengan pihak dari BPJS.

Akibat dari ketidakjelasan perbedaan jumlah Piutang Jasa Layanan
tersebut, maka akan mempengaruhi Laporan Keuangan yang disajikan. Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tidak/belum membentuk Cadangan
Kerugian Piutang. Akibat dari tidak/belum membentuknya Cadangan Kerugian
Piutang, maka akan mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan.

Terdapat perbedaan Nilai Perolehan Aset Tetap yang tercatat pada
Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan (Sub Bag
Pelaporan) dengan Nilai Perolehan Aset Tetap hasil verifikasi dengan Pemerintah
Kabupaten Nunukan. Sub Bag Penyusunan Program dan Pelaporan tidak
mempunyai Daftar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan,
sehingga tidak dapat diketahui rincian perbedaan dari Nilai Perolehan Aset Tetap
yang tercatat pada Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan (Sub Bag Pelaporan) dengan Nilai Perolehan Aset Tetap hasil verifikasi
dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan belum
pernah melaksanakan inventarisasi fisik atas Aset Tetap, sehingga tidak diketahui

dengan pasti berapa jumlah dan nilai dari Aset Tetap yang masih ada dan dimiliki
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Rumah Sakit. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan telah
memiliki Kebijakan Akuntansi untuk Aset Tetap yang mencerminkan masa
manfaat ekonomis dari Aset Tetap dan Metode Penyusutan yang digunakan, akan
tetapi pada pelaksanaanya untuk tahun 2015 tidak/belum melakukan perhitungan
penyusutan atas Aset Tetap. Akibat dari tidak/belum dilakukan perhitungan
penyusutan Aset Tetap, maka akan mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan.

Dari laporan keuangan neraca dan laporan operasional di atas RSUD
Kabupaten Nunukan tahun 2015, untuk perspektif keuangan dilakukan
penghitungan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan cost recovery rate
(CRR). Rasio rentabilitas tidak diukur karena untuk tahun 2015 Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Nunukan tidak surplus, melainkan defisit sehingga
rentabilitas tidak bisa diukur. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
memang merupakan organisasi non profit atau tidak mengutamakan mencari laba,
melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di bawah ini akan diuraikan hasil penghitungan kinerja pengelolaan
keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan mengenai rasio likuiditas,
solvabilitas, aktivitas, dan CRR, yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio untuk mengukur kemampuan RSUD Kabupaten Nunukan
dalam membiayai operasional dan memenuhi kewajiban keuangan pada
saat ditagih. Rasio yang digunakan penulis untuk mengukur likuiditas
adalah current ratio, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset.Lancar
Kewajiban.Jangka.Pendek

Current Ratio =
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Rp.11.789.662.566
Rp.7.690.521.478

Current.Ratio =

Current Ratio = 1,53

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dikatahui bahwa current
ratio RSUD Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 1,53, yang artinya jumlah
aset lancar sebanyak 1,53 kali kewajiban jangka pendek atau setiap Rp. 1
kewajiban dijamin oleh Rp. 1,53 aset lancar. Dengan menggunakan ukuran
baku perumahsakitan maka current ratio RSUD Kabupaten Nunukan
sebesar 1,53 tersebut berada di bawah ukuran baku rumah sakit (1,75-
2.75). Hal ini berarti RSUD Kabupaten Nunukan memiliki current ratio
yang kurang baik jika dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan.
b. Rasio Solvabilitas

Rasio ini untuk mengukur sampai seberapa jauh aset Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Nunukan dibiayai dari modal sendiri (ekuitas).
Rasio yang digunakan penulis adalah Rasio Modal Sendiri Terhadap Total
Aset, dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal Sendiri
Total.Aset

Rasio.Solvabiitas =

Rp.64.542.492.975
Rp.88.281.476.754

Rasio.Solvabilitas =

Rasio Solvabilitas = 0,73

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio modal sendiri terhadap total
aset RSUD Kabupaten Nunukan sebesar 0,73 yang artinya bahwa 73%
dari aset rumah sakit dibiayai dari modal sendiri. Dengan menggunakan

ukuran baku perumahsakitan, rasio modal sendiri terhadap total aset
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RSUD Kabupaten Nunukan sebesar 0,73 berada di atas ukuran baku
rumah sakit (0,4-0,5). Hal ini berarti rasio RSUD Kabupaten Nunukan
lebih baik dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan.
c. Rasio Aktivitas

Rasio ini untuk menilai kemampuan RSUD Kabupaten Nunukan
dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

1). Collection Period (Periode Perputaran Piutang)

Rasio ini untuk mengukur berapa lamanya dana Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Nunukan ditanamkan dalam piutang

atau berapa lama penagihan piutang.

Piutan g.UsahaX365Hari
Pendapatan Usaha

Collection.Period =

Rp.8.235.013.973X365Hari
Rp.21.009.151.005

Collection.Period =

Collection.Period =143 Hari( pembula tan)

Berdasarkan perhitungan di atas, periode perputaran piutang (hari
piutang dilunasi) selama 143 hari. Dengan menggunakan ukuran
baku perumahsakitan maka peride perputaran piutang RSUD
Kabupaten Nunukan selama 143 hart kurang baik bila
dibandingkan dengan ukuran baku rumah sakit (50-70 hari)
2). Total Assets Turnover (Perputaran Total Aset)

Rasio ini untuk mengukur berapa kali dana RSUD Kabupaten
Nunukan yang ditanamkan dalam aset berputar dalam satu tahun.
Total pendapatan merupakan pendapatan usaha dan non usaha

RSUD Kabupaten Nunukan (tidak termasuk subsidi pemerintah).
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Total.Pendapatan
Total Aset

Total Assets Turnover =

Rp.64.542.492.975
Rp.88.281.476.754

Total Assets. Turnover =

Total. Assets.Turnover = 0,73 Kali

Berdasarkan perhitungan di atas, perputaran total asset Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan sebesar 0,73 kali dalam

setahun. Dengan menggunakan ukuran baku yang digunakan dalam

perumahsakitan maka perputaran total aset di bawah ukuran baku
perumahsakitan (ukuran baku 0,9-1,1).
d. Cost Recovery Rate (CRR)

CRR merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar
kemampuan RSUD Kabupaten Nunukan menutup biayanya (tidak
termasuk gaji dan tunjangan PNS) dari total pendapatan rumah sakit (tidak
termasuk subsidi pemerintah).

CRR = Total Pendapa tan

Biaya.Operasional

Rp.64.542.492.975
Rp.56.435.943.777

CRR =

CRR =114

Berdasarkan perhitungan di atas, CRR RSUD Kabupaten Nunukan
sebesar 1,14. Dibandingkan dengan nilai ideal CRR berarti nilai CRR
RSUD Kabupaten Nunukan berada pada kategori ideal (nilai ideal CRR >
1). Artinya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan sudah

mampu menutup seluruh biaya operastonalnya.
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Hasil pengukuran kinerja pengelolaan keuangan di atas, secara ringkas

dapat disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.6

Rasio Keuangan RSUD Kabupaten Nunukan Tahun 2015

No Jenis Rasio Cara Pengukuran Nilai Ukuran
Baku
1 | Rasio Likuiditas
Current Ratio Aset Lancar 1,53 1,75-2,75
Kewajiban Jk. Pendek
2 | Rasio Solvabilitas
Rasio Modal Sendiri Modal Sendiri 0,73 0.4-0,5
Terhadap Total Aset Total Aset
3 | Rasio Aktivitas
Collection Period Piutang Usaha x 365 143 hari 50-70 hari
Pendapatan Usaha
Total Assets Turnover Total Pendapatan 0,73 kali | 0,9-1,1 kali
Total Aset
4 | Cost Recovery Rate Total Pendapatan 1,14 >1
Biaya Operasional

Sumber: Data Penelitian Telah Diolah Kembali (2016)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, nilai kinerja perspektif keuangan pada

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan dilihat dari rasio likuiditas

kurang baik jika dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan. Sedangkan

rasio solvalitas lebih baik jika dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan.

Jika dilihat dari rasio aktivitas maka collection period berada pada kategori yang

kurang baik, sedangkan total assets turnover juga masih berada di bawah nilai

baku perumahsakitan. Sementara cost recovery rate Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Nunukan sudah berada di kategori ideal.
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2. Kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan dalam implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Nunukan belum semuanya
berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena adanya kendala, baik di lingkungan
internal maupun eksternal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan. Di lingkungan internal, terdapat hambatan yaitu
masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami
dalam operasional Badan Layanan Umum Daerah.

Kurangnya pemahaman terkait dengan implementasi Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan, antara lain terkait dengan:

a. BLUD dipersamakan dengan BUMD

Ada pemahaman BLUD dipersamakan dengan BUMD, sehingga
setelah menerapkan PPK-BLUD, APBD langsung dihentikan atau
alokasi anggaran dari APBD ke BLUD hanya untuk belanja pegawai.
Pemahaman seperti ini adalah kurang pas. Karena BLUD hanya
instrumen yang diberikan kepada unit-unit pelayanan milik Pemerintah
daerah agar memberi pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal.
Sehingga, kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini APBD masih
dimungkinkan, baik untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa,
maupun Belanja Modal. Namun demikian, setelah menerapkan PPK-

BLUD mestinya peran APBD untuk operasional BLUD secara

persentase makin lama makin turun.
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b. Peran DPRD pada Penerapan PPK-BLUD
Selama ini, banyak yang mempertanyakan, apa peran DPRD pada
BLUD? Karena penetapan SKPD/Unit Kerja® pada SKPD untuk
menerapkan PPK-BLUD dengan Keputusan Kepala Daerah, penetapan
tarif layanan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peran DPRD apa?
Peran DPRD adalah waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, dewan akan melihat dan membahas target kinerja pada
RBA yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran itu apa? Demikian
juga waktu membahas laporan pertanggungjawaban APBD, dewan
akan melihat tercapai tidak target-target kinerja yang tercantum dalam
RBA? Kalau tidak tercapai dewan dapat merekomendasi kepada
kepala daerah agar: (1) Pejabat Pengelola BLUD diingatkan; atau (2)
kalau perlu pejabat pengelolanya diusulkan untuk diganti. Tetapi
jangan mengusulkan agar BLUD-nya dicabut, karena yang salah
adalah pengelolanya bukan institusinya.
c. Pengelolaan Sisa Kas di akhir tahun anggaran

Untuk Sisa Kas di akhir tahun anggaran BLUD, apabila pada akhir
tahun anggaran ada Sisa Kas di akhir tahun anggaran pada BLUD,
maka Sisa Kas di akhir tahun anggaran tersebut tidak disetor ke Kas
Daerah, akan tetapi dilaporkan ke PPKD yang merupakan bagian dari
SiLPA Pemerintah Daerah, dan dapat digunakan untuk tahun anggaran
berikutnya. Sisa Kas di akhir tahun anggaran dapat disetor ke Kas
Daerah sepanjang ada permintaan Kepala Daerah, dengan

mempertimbangkan tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD
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dalam memberi pelayanan; dan adanya kondisi mendesak, kalau tidak

segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Penerapan kebijakan untuk menerapkan PPK-BLUD pada hakekatnya
merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan
khususnya di bidang pelayanan publik. Beberapa dukungan kebijakan terhadap
penerapan BLUD tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai. Namun
demikian, perkembangan penerapan PPK-BLUD di unit-unit pelayanan publik
masih belum sesuai harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan evaluasi terhadap
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-menerus dilakukan
pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat,

tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

Dengan memiliki bentuk sebagai organisasi BLUD, maka RSUD memilki
pola pengelolaan keuangan (PPK) yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat adalah
penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik (good corporate governance) dalam rangka pemberian layanan yang bermutu
dan berkesinambungan. Untuk menjamin tercapainya tujuan RSUD (pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan) maka RSUD diizinkan untuk
mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi berbagai persyaratan.

Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, salah satu persyaratan
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adminstratif yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai BLUD yaitu
adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Atas dasar itu maka penyusunan SPM
menjadi bagian dari proses kegiatan mengubah bentuk RSUD menjadi bentuk
BLUD. SPM sendiri didefinisikan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007
sebagai spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh
BLUD kepada masyarakat. Dari definisi ini terlihat bahwa SPM harus memiliki
indikator kinerja pelayanan dan standar (target) pencapaiannya.

RSUD Kabupaten Nunukan yang juga telah ditetapkan sebagai BLUD,
tentunya juga tidak lepas dari kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat
administratif untuk dapat ditetapkan sebagai BLUD yaitu adanya SPM. Berikut
beberapa indikator yang ada dalam SPM Bidang Kesehatan RSUD Kabupaten
Nunukan dari aspek kepuasan pelanggan:

a. Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam, standar 100%

b. Kepuasan pelanggan pada gawat darurat, standar > 80%

c. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis adalah dokter

spesialis, standar 100%

d. Ketersediaan pelayanan rawat jalan sesuai dengan rumah sakit kelas A,
klinik: anak, jiwa, kebidanan, penyakit dalam, bedah, syaraf, gigi,
mata, VCT, jantung, paru, nyeri, kulit. THT, anestesi, geriatrik, pojok
DOTS, akupuntur, medical checkup, dan klinik infertilitas.

e. Buka pelayanan rawat jalan sesuai ketentuan Senin-Sabtu: 08.00 s.d
pasien terakhir selesai, standar 100%

f. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan, standar > 90%.



4249 pot

g. Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas A. Pelayanan
spesialis: anak, jiwa, kebidanan, rehab medik, penyakit dalam, bedah,
syaraf, gigi, mata, jantung, paru, kulit, THT, radioterapi, anestesi,
standar 100%

h. Kepuasan pelanggan rawat inap, standar > 90%

Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, RSUD mengalami perubahan
menjadi Badan Layanan Umum. Perubahan ini  berimbas pada
pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi
kepada Departemen Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi
keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas,
transparansi, dan efisiensi. Khusus untuk RSUD, pengelolaan keuangannya harus
mengacu kepada Permendagri No. 61 Tahun 2007.

Satker Pemerintah yang ditetapkan untuk dapat menerapkan status PPK
BLU penuh itu diberikan fleksibilitas sesuai dengan yang tercantum dalam PP No
23/Tahun 2005, khusus untuk satker pemerintah daerah diatur dalam Permendagri
No. 61 Tahun 2007, yaitu fleksibelitas dalam pengelolaan pendapatan, belanja,
kas, piutang dan utang, kemudian investasi, pengadaan dan pengelolaan barang,
pengembangan sistem dan prosedur pengelola keuangan dan akuntansi,
remunerasi, sserta status kepegawaian: PNS dan non PNS.

BLUD merupakan unit pemerintah yang mengelola penyelenggaraan
layanan umum, namun menerapkan prinsip-prinsip praktek bisnis yang sehat.
Artinya BLU/BLUD secara bebas dan terkendali untuk menjalankan praktek
pengelolaan keuangan sebagaimana diterapkan dalam dunia usaha swasta atau

pengelolaan keuangan ala korporat, dengan tetap memperhatikan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun secara bebas.

BLU juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang
disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sesuai dengan Pasal 26 ayat (2)
PP No. 23 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa “Akuntansi dan laporan
keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia”.

Laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah merupakan laporan
vang disusun oleh pihak manajemen sebagai bentuk penyampaian laporan
keuangan suatu entitas. Laporan ini harus mengikuti ketentuan untuk pelaporan
keuangan sebagaimana diatur menurut SAK. Mengingat rumah sakit merupakan
organisasi nirlaba artinya unit ini tidak mementingkan perolehan profit
(keuntungan) maka menggunakan aturan PSAK nomor 45 tentang pelaporan
keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh rumah
sakit pemerintah daerah menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007, terdiri dari
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan (BLUD-RSUD), merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten
Nunukan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 18 Tahun 2003 dengan tujuan melayani masyarakat. Mulai tahun anggaran
2011, RSUD Nunukan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati
Nunukan Nomor 884 Tahun 2010 tentang Penerapan PPK-BLUD secara penuh
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan. Namun, implementasi

pelaksanaanya dimulai per 1 April 2011. Dengan menerapkan PPK-BLUD
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diharapkan RSUD Nunukan dapat lebih leluasa dalam merencanakan alokasi
sumber daya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga RSUD Nunukan
dapat meningkatan kinerja keuangan dan kinerja pelayanannya.

BLUD-RSUD Kabupaten Nunukan bertujuan untuk memberikan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna berupa rawat jalan, pelayanan
rawat inap,dan pelayanan gawat darurat serta mendukung keberhasilan upaya
kesehatan masyarakat. Disamping tujuan utama tersebut BLUD-RSUD
mempunyai tujuan Khusus pencapaian peningkatan cakupan dan kualitas
pelayanan kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan
pelayanan yang didasari budaya kerja professional dan kesadaran tim dan insan
BLUD-RSUD dan terselenggaranya rumah sakit yang menjadi milik serta
kebanggaan rakyat (peoplehospital) serta terlaksananya standar pelayanan.
Disamping tujuan di atas BLUD-RSUD merupakan pusat rujukan dari
Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan serta menjadi sarana
pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara.

Laporan Keuangan dalalam BLUD-RSUD Kabupaten Nunukan disajikan
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar
Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh lkatan Akuntan Indonesia. Dasar
pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost),
kecuali untuk akun aktiva tetap yang diperoleh sebelum tahun 2006 menggunakan
harga yang wajar. Sedangkan persediaan dinyatakan sebesar harga perolehan
terakhir jika diperoleh dengan pembelian, sebesar harga standar jika diperoleh
dengan memproduksi sendiri, dan sebesar harga wajar atau estimasi nilai

penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
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Laporan keuangan disusun berdasarkan dengan metode akrual, kecuali
untuk laporan arus kas disusun dengan metode Kas Basis. Mata uang pelaporan
yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah rupiah. Jika
dalam periode akuntansi terdapat transaksi dalam valuta asing maka harus
dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
Pada akhir tahun, pos-pos neraca dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Kinerja pengelolaan keuangan dari persepektif Balance Scorecard dapat
dilihat dari 4 aspek yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan
cost recovery rate. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Kinerja perspektif keuangan dilihat dari rasio likuiditas untuk current
ratio menunjukkan nilai yang kurang baik bila dibandingkan dengan
ukuran baku perumahsakitan. Nilai current ratio Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nunukan sebesar 1,53 (ukuran baku 1,75-2,75).

b. Kinerja perspektif keuangan dilihat dari rasio solvabilitas untuk rasio
modal sendiri terhadap total aset menunjukkan nilai yang lebih baik
jika dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan. Rasio modal
sendiri dengan fotal asset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan adalah sebesar 0,73 (ukuran baku 0,4-0,5).

c. Kinerja perspektif keuangan dilihat dari rasio aktivitas untuk collection
period menunjukkan nilai yang lebih baik jika dibandingkan dengan
ukuran baku perumahsakitan, sedangkan fotal assets turnover

menunjukkan nilai di bawah ukuran baku perumahsakitan. Collection
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period Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan adalah
sebesar 143 hari (ukuran baku 50-70 hari), sedangkan foral assets
turnover Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan adalah
sebesar 0,73 kali dalam setahun (ukuran baku 0,9-1,1 kali).
d. Kinerja perspektif keuangan dilihat dari cost recovery rate Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa
nilainya sudah ideal. Cost recovery rate Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Nunukan saat ini yaitu sebesar 1,14 (nilai ideal > 1).
Kinerja pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan masih di bawah ukuran baku (current ratio dan total assets turnover),
oleh karena itu maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan perlu
melakukan upaya untuk meningkatkan rasio tersebut. Salah satu caranya adalah
dengan meningkatkan pendapatan Rumah Sakit. Pendapatan rumah sakit dapat
ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah pelanggan/pasien RSUD Kabupaten
Nunukan yaitu dengan meningkatkan lebih banyak lagi kerja sama dengan
perusahaan-perusahaan swasta dalam pemberian jasa layanan kesehatan.
Penerapan kebijakan untuk menerapkan PPK-BLUD pada hakekatnya
merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan
khususnya di bidang pelayanan publik (shermerhorn, 1991). Beberapa dukungan
kebijakan terhadap penerapan BLUD tersebut pada dasarnya sudah cukup
memadai. Namun demikian, perkembangan penerapan PPK-BLUD di unit-unit
pelayanan publik masih belum sesuai harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan
evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-

menerus dilakukan pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan
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pelayanan yang cepat, tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan

masyarakat (Prawirasentono, 1999).

2. Analisis Kendala yang Dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Nunukan dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Penerapan kebijakan untuk menerapkan PPK-BLUD pada hakekatnya

merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan
khususnya di bidang pelayanan publik. Beberapa dukungan kebijakan terhadap
penerapan BLUD tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai. Namun
demikian, perkembangan penerapan PPK-BLUD di unit-unit pelayanan publik
masih belum sesuai harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan evaluasi terhadap
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-menerus dilakukan
pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat,
tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Implementasinya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan belum semuanya berjalan
optimal. Hal ini disebabkan karena adanya kendala, baik di lingkungan internal
maupun eksternal BLUD RSUD Kabupaten Nunukan. Di lingkungan internal,
masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami
dalam operasional BLUD (Mangkunegara, 2011). Sedangkan di lingkungan
eksternal, pejabat daerah masih ada yang belum memahami esensi, makna dan
operasional dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah.
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Kurangnya pemahaman terkait dengan implementasi Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Kabupaten

Nunukan, antara lain terkait dengan:

a. BLUD dipersamakan dengan BUMD
Ada pemahaman BLUD dipersamakan dengan BUMD, sehingga
setelah menerapkan PPK-BLUD, APBD langsung dihentikan atau
alokasi anggaran dari APBD ke BLUD hanya untuk belanja pegawai.
Pemahaman seperti ini adalah kurang pas. Karena BLUD hanya
instrumen yang diberikan kepada unit-unit pelayanan milik Pemerintah
daerah agar memberi pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal.
Sehingga, kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini APBD masih
dimungkinkan, baik untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa,
maupun Belanja Modal. Namun demikian, setelah menerapkan PPK-
BLUD mestinya peran APBD untuk operasional BLUD secara
persentase makin lama makin turun.

b. Peran DPRD pada Penerapan PPK-BLUD
Selama ini, banyak yang mempertanyakan, apa peran DPRD pada
BLUD? Karena penetapan SKPD/Unit Kerja pada SKPD untuk
menerapkan PPK-BLUD dengan Keputusan Kepala Daerah, penetapan
tarif layanan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peran DPRD apa?
Peran DPRD adalah waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, dewan akan melihat dan membahas target kinerja pada
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RBA yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran itu apa? Demikian
juga waktu membahas laporan pertanggungjawaban APBD, dewan
akan melihat tercapai tidak target-target kinerja yang tercantum dalam
RBA? Kalau tidak tercapai dewan dapat merekomendasi kepada
kepala daerah agar: (1) Pejabat Pengelola BLUD diingatkan; atau (2)
kalau perlu pejabat pengelolanya diusulkan untuk diganti. Tetapi
jangan mengusulkan agar BLUD-nya dicabut, karena yang salah
adalah pengelolanya bukan institusinya.
c. Pengelolaan Sisa Kas di akhir tahun anggaran
Untuk Sisa Kas di akhir tahun anggaran BLUD, apabila pada akhir
tahun anggaran ada Sisa Kas di akhir tahun anggaran pada BLUD,
maka Sisa Kas di akhir tahun anggaran tersebut tidak disetor ke Kas
Daerah, akan tetapi dilaporkan ke PPKD yang merupakan bagian dari
SiLPA Pemerintah Daerah, dan dapat digunakan untuk tahun anggaran
berikutnya. Sisa Kas di akhir tahun anggaran dapat disetor ke Kas
Daerah sepanjang ada permintaan Kepala Daerah, dengan
mempertimbangkan tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD
dalam memberi pelayanan; dan adanya kondisi mendesak, kalau tidak
segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Penerapan kebijakan untuk menerapkan PPK-BLUD pada hakekatnya
merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan
khususnya di bidang pelayanan publik. Beberapa dukungan kebijakan terhadap
penerapan BLUD tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai. Namun

demikian, perkembangan penerapan PPK-BLUD di unit-unit pelayanan publik
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masih belum sesuai harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan evaluasi terhadap
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-menerus dilakukan
pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat,
tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah masih berada pada periode transisi
dalam hal pengelolaan keuangan. Disebut periode transisi karena sejak 8-9 tahun
lalu pemerintah telah menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU/D) sesuai dengan amanat Undang-Undang No 44/2009 tentang
Rumah  Sakit, namun hingga kini belum semua RS pemerintah
menerapkannya. Pola pengelolaan keuangan BLUD merupakan keberlanjutan dari
pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (BLU) yang diatur dan didukung
oleh Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 23
Tahun 2003, serta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2012.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian atau unit kerja
dari perangkat daerah dan status hukumnya tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan jasa yang ditawarkan tanpa mengutamakan keuntungan.
Sebagai bagian dari perangkat daerah, Badan layanan Umum Daerah (BLUD)
mempunyai perbedaan dari unit kerja Pemerintah Daerah lainnya, yaitu perbedaan
dalam hal pengelolaan keuangan. Pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah
memberikan fleksibilitas dengan menggunakan prinsip bisnis yang sehat, yaitu
efisiensi dan produktivitas. Pola keuangan yang fleksibel ini mempunyai

konsekuensi pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
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Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai unit kerja Pemerintah Daerah dalam
bidang pelayanan kesehatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat
dengan kualitas yang prima kepada masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut,
Rumah Sakit Umum Daerah perlu diberi kesempatan untuk melakukan
pengelolaan secara mandiri sehingga dapat mengembangkan profesionalisme
pelayanan tanpa dihambat oleh faktor birokrasi. Melalui Badan Layanan Umum
Daerah, diharapkan tujuan peningkatan mutu pelayanan dapat tercapai.

Dukungan Pemerintah terhadap fleksibilitas pengelolaan keuangan telah
jelas melalui Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum,
permasalahannya adalah siapkah Rumah Sakit Umum Daerah untuk
menjalankannya. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan
bahwa sampai Desember 2014 Rumah Sakit daerah yang menerapkan BLUD
sudah 279 RSD atau 44% dari total 639 Rumah Sakit daerah yang ada di
Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa jangkauan pencapaian RSUD untuk
menjadi BLUD masih lambat atau dapat dikatakan respon terhadap pola
pengelolaan keuangan RSUD BLUD masih rendah. Rendahnya respon terhadap
pola pengelolaan keuangan RSUD BLUD ini perlu dikaji penyebabnya. Beberapa
keluhan yang sering muncul adalah kurangnya tenaga akuntansi dan keuangan di
rumah sakit. Kurangnya tenaga akuntansi dan keuangan tentu tidak dapat
dipenuhi dalam waktu yang singkat mengingat tidak banyak pula akuntan
profesional yang tertarik untuk berkarier di rumah sakit.

Kurangnya tenaga akuntansi dan keuangan profesional di rumah sakit
tidak seharusnya menghambat rumah sakit umum daerah untuk dapat mengelola

keuangan rumah sakit secara efisien, produktif dan transparan. Perlu dicari cara
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atau solusi agar tenaga akuntansi dan keuangan yang tersedia di rumah sakit dapat
dikembangkan menjadi tenaga yang semakin kompeten di bidangnya. Tenaga
akuntansi dan keuangan di rumah sakit, tidak hanya terbatas sebagai penyusun
laporan keuangan, tetapi lebih luas lagi harus mampu menjadi penyedia informasi
yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan stratejik,
penganggaran, pengendalian biaya dan pengambilan keputusan.

Peningkatan kompetensi tenaga akuntansi dan keuangan di rumah sakit
dapat didorong melalui kerja sama berbagai pihak. Pemerintah perlu memberikan
dorongan melalui peraturan-peraturan yang ada. Melalui Peraturan tentang Badan
Layanan Umum Daerah, sebenarnya Pemerintah telah memberi dorongan agar
pengelolaan keuangan rumah sakit dilakukan sesuai praktek bisnis yang sehat, hal
ini mendorong ke arah pengelolaan keuangan yang baik.

Pihak Manajemen Rumah Sakit dapat mendorong peningkatan kompetensi
tenaga akuntansi dan keuangannya dengan cara memberikan kesempatan bagi
tenaga akuntansi keuangan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan, baik melalui program pendidikan dan pelatihan di luar, inhouse
training, pelatihan jarak jauh ataupun program blended-learning, yaitu kombinasi
pelatihan tatap muka dan jarak jauh, seperti yang digunakan oleh PKMK UGM
dalam berbagai program pelatihannya.

Selain itu, pihak Asosiasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mungkin
dapat memberikan dorongan melalui program pengakuan profesionalisme tenaga
akuntansi dan keuangan, misalnya dengan menyelenggarakan program sertifikasi
profesi akuntansi dan keuangan rumah sakit. Dengan adanya program sertifikasi

tenaga akuntansi dan keuangan rumah sakit, maka tidak ada lagi kesenjangan
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kompetensi tenaga akuntansi akuntansi dan keuangan di berbagai rumah sakit dan
tidak ada lagi alasan bagi rumah sakit untuk tidak mengelola keuangan dengan
prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Banyak cara untuk mengatasi kekurangan tenaga akuntansi dan keuangan
di rumah sakit, dan kekurangan tersebut tidak seharusnya menghambat
pengelolaan keuangan rumah sakit yang efisien dan produktif yang mengarah
pada peningkatan mutu pelayanan. Dukungan Pemerintah, manajemen rumah
sakit dan pihak asosiasi rumah sakit akan sangat berharga bagi peningkatan
kompetensi tenaga akuntansi dan keuangan di rumah sakit.

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja
pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD
merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak
terpisah dari pemerintah daerah (http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/28-
implementasi-ppk-blud-dan-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik).

Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pengelolaan keuangannya, BLUD diberikan fleksibilitas antara lain
berupa: (1) pengelolaan pendapatan dan biaya; (2) pengelolaan kas; (3)

pengelolaan utang; (4) pengelolaan piutang; (5) pengelolaan investasi; (6)
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pengadaan barang dan/atau jasa; (7) pengelolaan barang; (8) penyusunan
akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; (9) pengelolaan sisa kas di akhir
tahun anggaran dan defisit; (10) kerjasama dengan pihak lain; (11) pengelolaan
dana secara langsung; dan (12) perumusan standar, kebijakan, sistem, dan
prosedur pengelolaan keuangan.

Adanya privilese yang diberikan kepada BLUD, karena tuntutan khusus
yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Oleh karena itu,
prasyarat perangkat daerah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus dilakukan secara selektif dan
obyektif. Layak tidaknya perangkat daerah menerapkan PPK-BLUD wajib
terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang diketuai Sekretaris
Daerah yang hasilnya harus didasarkan pada penilaian obyektif, tidak hanya
pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif saja.

Selain dari obyektivitas hasil penilaian tersebut, keberadaan BLUD juga
harus dikendalikan dalam bentuk perjanjian kinerja (contractual performance
agreement) antara Kepala Daerah dengan Pemimpin BLUD. Kepala Daerah
bertanggungjawab  atas  kebijakan layanan dan  pemimpin BLUD
bertanggungjawab untuk menyajikan hasil layanan.

Dengan demikian, penerapan PPK-BLUD diharapkan tidak sekedar
perubahan format saja, yaitu mengejar remunerasi, fleksibilitas, menghindari
peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa, akan tetapi
yang benar adalah, tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja
keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan sejalan

dengan salah satu spirit BLUD yang dikelola berdasarkan “praktik-praktik bisnis
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yang sehat” (http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/28-implementasi-ppk-

blud-dan-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja pengelolaan keuangan dengan menggunakan perfektif keuangan
berdasarkan konsep Balance Scorecard dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kinerja perspektif pengeolaan keuangan dilihat dari rasio likuiditas
untuk current ratio menunjukkan nilai yang kurang baik bila
dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan. Nilai current ratio
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan sebesar 1,53 (ukuran
baku 1,75-2,75).

b. Kinerja perspektif keuangan dilihat dari rasio solvabilitas untuk rasio
modal sendiri terhadap total aset menunjukkan nilai yang lebih baik
jika dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan. Rasio modal
sendiri dengan fotal asset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan adalah sebesar 0,73 (ukuran baku 0,4-0,5).

c. Kinerja perspektif keuangan dilihat dari rasio aktivitas untuk collection
period menunjukkan nilai yang lebih baik jika dibandingkan dengan
ukuran baku perumahsakitan, sedangkan rtotal assets turnover
menunjukkan nilai di bawah ukuran baku perumahsakitan. Collection
period Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan adalah

sebesar 143 hari (ukuran baku 50-70 hari), sedangkan fotal assets

106
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turnover Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan adalah
sebesar 0,73 kali dalam setahun (ukuran baku 0,9-1.1 kali).

d. Kinerja perspektif keuangan dilihat dari cost recovery rate Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa
nilainya sudah ideal. Coost recovery rate Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Nunukan saat ini yaitu sebesar 1,14 (nilai ideal > 1).

2. Implementasinya Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan
karena adanya kendala, baik di lingkungan internal maupun eksternal
BLUD-RSUD Kabupaten Nunukan. Di lingkungan internal, masih
terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami

dalam operasional Badan Layanan Umum Daerah.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat mengemukakan saran-
saran sebagai berikut:

1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan masih di bawah ukuran baku (crremt ratio dan total assets
turnover), oleh karena itu maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Nunukan perlu melakukan upaya untuk meningkatkan rasio tersebut
dengan cara meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui peningkatan
jumlah pelanggan/pasien RSUD Kabupaten Nunukan yaitu dengan
meningkatkan lebih banyak lagi kerja sama dengan perusahaan-

perusahaan swasta dalam pemberian jasa layanan kesehatan.
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2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
masih belum optimal oleh karena itu perlu dilakukan program pelatihan
agar para pegawal pengelolaan keuangan BLUD-RSUD Kabupaten

Nunukan dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



42497 .pdf

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2009). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Armen dan Azwar. 2013. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit.
Yogyakarta. Gosyen.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:
Erlangga.

Davis, Keith & John W. Newstrom. 2000. Human Behavior at Work:
Organizational Behavior (Perilaku Dalam Organisasi)”. Terjemahan:
Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.

Gomes, Faustino Cordoso. 1995. llmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta.
Balai Pustaka.

Husein Umar. 2000. Riset Akuntansi, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Irawan, Prasetio. 2007. Penelitian kalitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial,
DIA. FISIP Ul Jakarta.

Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
Yogyakarta :Graha [Imu

Kasmir. (2011). Analisis Laporan Keuangan: Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Kaplan, Robert S. & David P. Norton. (2000). Balanced Scorecard: Menetapkan
Strategi Menjadi Aksi. Jakarta: Erlangga.

Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014.
Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015.
Laporan Tahunan RSUD Kabupaten Nunukan Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten
Nunukan Tahun 2015.

Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP
YKPN.

Mahsun, Mohammad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:
BPFE.

109



412T167. pdf

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan. Bandung: PT. Rosdakarya.

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Munawir, S. (2001). Aralisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi ke-
3. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT.
Remaja Rosdakaya

Nawawi, Hadari, 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan
Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan
Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja
Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman
Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan
Pegawai Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan
Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja



412f5i7.pdf

Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan
Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Keuvangan No. 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian
Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Kesehatan No. 703/ MENKES/SK/IX/2006tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen
Kesehatan.

Peraturan Direktoat Jenderal Perbendaharaan No. PER-08/PB/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
di Lingkungan Pemerintah Pusat.

Rencana Strategi RSUD Kabupaten Nunukan 2011-2016.

Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Kinerja. Bandung : Mandar
Maju.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D. Bandung:
Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa
Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan
Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.



4397 pof

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum.

Prawirosentono, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan
Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE.

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta.: PT Rajagrafindo Persada.



42497 .pdf

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KINERJA PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

Informan:

1.
2.
3.

Plt. Direktur RSUD Kabupaten Nunukan
Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Nunukan
Staf Sub Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Nunukan

Daftar Pertanyaan:

1.

Bagaimana sejarah pembentukan RSUD Kabupaten Nunukan menjadi BLUD
RSUD Kabupaten Nunukan?

Kapan RSUD Kabupaten Nunukan mulai menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan?

Bagaimana perbedaan pengelolaan keuangan sebelum dan setelah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan?
Bagaimana peyusunan laporan keuangan dengan system BLUD RSUD
Kabupaten Nunukan?

Apa saja kendala internal yang dihadapi dalam implementasi Pengelolaan
Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan?

Apa saja kendala eksternal yang dihadapi dalam implementasi Pengelolaan
Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan?
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Jawaban hasil wawancara
1. Informan : dr. H. Dulman L.M.Kes,Sp.OG
2. Jabatan : Plt. Direktur RSUD Kabupaten Nunukan

1. Bagaimana sejarah pembentukan RSUD Kabupaten Nunukan menjadi
BLUD RSUD Kabupaten Nunukan?
Jawaban : Dalam rangka peningkatan fasilitas kesehatan, pada tahun 2003

pemerintah daerah kabupaten nunukan membangun gedung baru RSUD
Kabupaten Nunukan yang berlokasi di jalan sei fatimah Kelurahan Nunukan
Barat, disertai pemenuhan peralatan medis yang cukup canggih. Gedung ini
berdiri diatas lahan seluas 6 hektar dan mulai difungsikan pada tahun 2008
dan memperoleh nomor registrasi pada tahun 2009 dengan nomor kode :
6408025 (Depkes, 14 pebruari 2008).
Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2005 tentang PPK-BLU, ditindak lanjuti
dengan PMK No.07/PMK/02/2006, tertanggal 16 Februari 2006 tentang
persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan
kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan PPK-BLU, maka RSUD
Kabupaten Nunukan termasuk salah satu instansi pelayanan kesehatan yang
ingin melaksanakan peraturan tersebut, sehingga RSUD Kabupaten Nunukan
harus mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat memenuhi persyaratan
dimaksud. Pada tahun 2009 RSUD Nunukan telah menyelesaikan
penyusunan dokumen administratif persyaratan BLUD
2. Kapan RSUD Kabupaten Nunukan mulai menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan?
Jawaban : Pada tanggal 21 Oktober tahun 2010 telah ditetapkan sebagai
Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD) sesuai Keputusan Bupati
Nunukan No.844 Tahun 2010.
3. Bagaimana perbedaan pengelolaan keuangan sebelum dan setelah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten
Nunukan?
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Jawaban : Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan
keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dalam pengelolaan keuangan, BLUD diberikan fleksibilitas antara lain
berupa: (1) pengelolaan pendapatan dan biaya; (2) pengelolaan kas; (3)
pengelolaan utang; (4) pengelolaan piutang; (5) pengelolaan investasi; (6)
pengadaan barang dan/atau jasa; (7) pengelolaan barang; (8) penyusunan
akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; (9) pengelolaan sisa kas di
akhir tahun anggaran dan defisit; (10) kerjasama dengan pihak lain; (11)
pengelolaan dana secara langsung; dan (12) perumusan standar, kebijakan,
sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

Adanya privilese yang diberikan kepada BLUD, karena tuntutan khusus
yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Oleh karena itu,
prasyarat perangkat daerah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus dilakukan secara
selektif dan obyektif. Layak tidaknya perangkat daerah menerapkan PPK-
BLUD wajib terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang
diketuai Sekretaris Daerah yang hasilnya harus didasarkan pada penilaian
obyektif, tidak hanya pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif
saja.

Jawaban hasil wawancara
1. Informan
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Nunukan

4. Bagaimana peyusunan laporan keuangan dengan system BLUD RSUD
Kabupaten Nunukan?
a. RSUD-BLUD harus harus membuat Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas

Laporan Keuangan.
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b. Dari segi frekuensi, ada yang harus dibuat :
triwulanan (laporan operasional dan laporan arus kas) paling lambat 15 hari
setelah periode pelaporan berakhir.
semesteran (semua laporan keuangan minus laporan realisasi anggaran
disertai laporan kinerja) paling lambat 2 bulan setelah periode pelaporan
berakhir.
tahunan (semua jenis laporan keuangan disertai laporan kinerja). Paling
lambat 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir.

c. RSUD-BLUD juga menyajikan laporan pendapatan tiap bulan dan

laporan daftar SPM Pengesahan triwulanan
Penghitungan kinerja pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kabupaten

Nunukan mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan CRR.

5. Apa saja kendala internal yang dihadapi dalam implementasi Pengelolaan
Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan ?
Jawaban : . Di lingkungan internal, terdapat hambatan yaitu masih
terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami
dalam operasional Badan [Layanan Umum Daerah

6. Apa saja kendala eksternal yang dihadapi dalam implementasi
Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan?
Jawaban : Penerapan kebijakan untuk menerapkan PPK-BLUD pada

hakekatnya merupakan upaya  pemerintah mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik.
Beberapa dukungan kebijakan terhadap penerapan BLUD tersebut pada
dasarnya sudah cukup memadai. Namun demikian, perkembangan
penerapan PPK-BLUD di unit-unit pelayanan publik masih belum sesuai
harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan evaluasi terhadap upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-menerus
dilakukan pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan
pelayanan yang cepat, tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan

masyarakat.
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